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KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 15/PUU-XV1/2018

Jakarta, 12 April 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/111/2015-
2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi
[l DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya
Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH.,
MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ;
Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir,
SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.,
(No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ;
Muslim Ayub, SH. MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul
Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota
A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini
baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan
atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk
selanjutnya disebut —-------—- oo DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri
dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan



permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut UU Jalan) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama . Prof. Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo/ 150ktober1961
Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Taman Kemang Anyelir, Blok AE 11,

KP 2, RT 06/035.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ---------------=--—--——-———- PEMOHON I
2. Nama :  Drs. Abdul Rahman Sabara, MS. IS, M.H.

Tempat/Tanggal Lahir : Kendari/ 29 April 1963

Pekerjaan . Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Komp. Pamulang Estat F-8/14 RT

004/013 Pamulang Timur, Pamulang
Untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------——-—- PEMOHON 11

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :
Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.
Slamet Riyanto, S.H., M.H.

Siti Nur Intihani, S.H., M.H.

Arifudin, S.H., M.H.

Ramdani Eka Saputra, S.E., S.H., M.M.

oohwNE

Yang kesemuanya adalah advokat padakantor hukum “Arrisman &
Partners”, yang memilih domisili hukum di Jalan Batas Pradana 2 No.12 RT
02 RW 16 Pabuaran Bojonggede, Cibinong - Jawa Barat 16921.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2018, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai--------- PARA PEMOHON.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan
pengujian materiil UU Jalan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara
nomor 15/PUU-XVI1/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU JALAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP
UUD NRI TAHUN 1945



Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas
Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang dianggap bertentangan dengan Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi
ketentuan pasal a quo adalah sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (6) UU Jalan:

Konsesi pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu
untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang
wajar bagi usaha jalan tol.

. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 50
AYAT (6) UU JALAN

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal
50 ayat (6) UU Jalan yang pada intinya adalah:

1. Bahwa pembayaran jalan tol yang tidak pasti sampai kapan
diharuskan terus membayar, membuat Para Pemohon merasa
sangat dirugikan. Ketidakpastian hukum terhadap pembayaran
jalan tol tersebut membuat Para Pemohon dan masyarakat terbebani
terus menerus.

(Vide Perbaikan Permohonan him. 8-9)

2. Bahwa masa konsesi jalan tol dalam jangka waktu yang lama dan
tidak ada kepastian jangka waktunya dalam suatu undang-undang
sangat potensial dan faktual merugikan hak Para Pemohon dan
masyarakat pada umumnya dikarenakan negara tidak mampu
mendayagunakan prasarana untuk kepentingan umum in casu jalan
tol sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD
Tahun 1945.

(Vide Perbaikan Permohonan him. 9)

Bahwa Pasal 50 ayat (6) UU Jalan dianggap bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”

2. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”



Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon

dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1.

2.

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-
undang yang diajukan Pemohon;

Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444), sepanjang menyangkut Kkata
“tertentu”, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33
ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “paling lama 20
tahun’;

Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444), sepanjang menyangkut kata
“tertentu”, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33
ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “paling lama 20
tahun”;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam

perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya
terlebih  dahulu menguraikanmengenai kedudukan hukum (legal
standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai
Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang
menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau
Lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud

ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya,
bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang

4



diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa
hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun1945
saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu
pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahunl1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan
membuktikan:

a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud
dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang a quo.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan
pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul
karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima)
syarat (Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-1I1/2005 dan Perkara
Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun1945;

b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang
yang diuji;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon
dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Para Pemohon
tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon a quo, DPR RI
berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih
dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam
mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari
diberlakukannyaketentuan yang dimohonkan untuk diuji.



Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para
Pemohon, DPR Rl memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Bahwa Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya
menyampaikan bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga
Negara Indonesia dan merupakan pengguna jalan tol aktif. Terhadap
hal ini, DPR RI berpandangan bahwa berkenaan dengan permohonan
uji materiil Pasal a quo Para Pemohon tidak mempunyai hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan olenh UUD Tahun
1945, sebab kerugian konstitusional yang oleh Para Pemohon
dianggap dirugikan dengan berlakunya pasal a quo sebenarnya tidak
ada atau tidak berdasar karena Para Pemohon tidak memiliki
keterkaitan dengan pasal a quo.

b. Bahwa pasal a quo mengatur mengenai konsesi pengusahaan jalan tol
berkenaan dengan pengembalian dana investasi dalam ruang lingkup
pengusahaan jalan tol yang dilakukan berdasarkan skema Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership (PPP).
Subyek utama yang terkait dengan skema KPBU berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (Perpres 38 Tahun 2015)
tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) adalah Pemerintah yang
berperan sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Proyek (PJPK) dan
Badan Usaha yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol
sedangkan Para Pemohon tidak termasuk dalam keduanya.

c. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki kepentingan
hukum dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian,
tidak ada kerugian konstitusional yang diderita oleh Para Pemohon,
sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara Para Pemohon
dengan berlakunya Pasal a quo. Dalam asas hukum dikenal
ketentuan umum bahwa “tiada kepentingan maka tiada gugatan”
yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point
d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang
geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat
dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102
yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan
hukum® (no action without legal connection).

Bahwa terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) Para
Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara
keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), serta
tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana
diatur dalam Putusan MK mengenai pengertian dan batasan tentang
kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-
undang. Dengan demikian, DPR RI melalui Majelis memohon kiranya
Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar
sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan



konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya pasal a quo yang
dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan
hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan
sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II1/2005 dan
Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian
konstitusional.

2. Pengujian Materiil Atas UU Jalan
a. Pandangan Umum

1) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara
lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dituangkan
dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menentukan :

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2) Bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas penyediaan
fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-
undang sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan :

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasiltas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.

3) Bahwa fasilitas umum berupa jalan adalah termasuk dalam
fasilitas pelayanan umum yang layak sebagaimana yang dimaksud
pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

4) Bahwa pada mulanya penyelenggaraan jalan telah diatur Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Namun kemudian
Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan
Pasal 67 UU Jalan. Untuk selanjutnya pengaturan mengenai
Jalan diatur dengan UU Jalan.

5) Bahwa Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi
merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan



berbangsa dan bernegara, dan fungsi masyarakat serta dalam
memajukan kesejahteraan umum. Bahwa Jalan sebagai salah
satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan
sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional
mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung
ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan
keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial
masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi,
pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya,
keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat
menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan
mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan
jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan
mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan
keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas
dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional
mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang
ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan
melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah,
membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk
memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta
membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan nasional.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

1)

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan umum yang layak, yang salah satunya berupa
jalan. Bahwa yang dimaksud dengan jalan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 4 UU Jalan adalah prasarana transportasi
darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
Adapun jalan dibedakan menjadi jalan umum, yaitu jalan yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan jalan khusus, yaitu



jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan,
atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan
umum sendiri dibedakan menjadi jalan nasional, jalan provinsi,
jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa,

Bahwa permohonan Para Pemohon berkenaan dengan jalan tol.
Menurut Pasal 1 angka 7 UU Jalan, yang dimaksud dengan jalan
tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan
jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan
membayar tol. Adapun yang dimaksud dengan tol disini adalah
sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan
tol (Pasal 1 angka 8 UU Jalan).

Bahwa jalan tol diselenggarakan untuk memperlancar lalu lintas
di daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan
daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang
peningkatan pertumbuhan ekonomi, meringankan beban dana
Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, dan meningkatkan
pemerataan hasil pembangunan dan keadilan (Pasal 43 ayat (1)
UuU Jalan).

Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Jalan, kewenangan
penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Namun
demikian, kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh
Pemerintah tetapi juga bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) UU Jalan.
Adapun tugas BPJT adalah melaksanakan  sebagian
penyelenggaraan jalan tol yang meliputi  pengaturan,
pengusahaan, dan pengawasan jalan tol

Bahwa Para Pemohon menyampaikan “dengan dibukanya
investasi untuk pembangunan jalan tol sesungguhnya telah
mengaburkan bahkan menghilangkan konsep penguasaan oleh
negara terhadap cabang-cabang produksi yang terpenting untuk
kesejahteraan rakyat. (Vide perbaikan permohonan, him. 23,
angka 111.19)

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan :
Bahwa berkenaan dengan tafsir makna “dikuasai oleh negara”
pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, telah ada Putusan MK yang
membahas mengenai hal ini, yaitu Putusan MK No. 001-021-
022/PUU-1/2003 :
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menafsirkan
makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengandung pengertian yang
lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi
hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan
konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip
kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945,



baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi
(demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu,
rakyat yang diakui sebagai sumber pemilik dan sekaligus
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara,
sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat”.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun
1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan
kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan
pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mahkamah, untuk mengetahui apakah suatu cabang
produksi merupakan cabang produksi penting dan menguasali
hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh negara
tergantung pada dinamika perkembangan kondisi masing-
masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara
adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi
negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak,
yaitu : (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara
tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, (iii) tidak
penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang
banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep penguasaan negara juga termasuk di dalamnya
persoalan kepemilikan negara. Di dalam pengertian penguasaan
itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai
instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh
negara c.q. Pemerintah. Konsepsi kepemilikan privat oleh
negara atas saham dalam bandan-badan usaha yang
menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat
dikotomikan atau dialternatifkan dengan konsep pengaturan
oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan
oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur
atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk
memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau
yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen
atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas
sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun pemilikan negara dalam bentuk saham-saham pada
perusahaan yang bergerak pada cabang produksi yang penting
dan menguasai hajat hidup orang banyak, namun untuk
menjamin  prinsip efisiensi berkeadilan sebagaiaman
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus
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6)

dipahami bersifat relatif dalam arti tidak mutlak harus 100%
dikuasai oleh negara. Hal terpenting dalam penguasaan saham
oleh negara adalah memastikan bahwa negara tetap
menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas
penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan.
Dengan pendapat demikian, maka divestasi ataupun privatisasi
atas kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik
negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan
dengan Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Mahkamah, berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD NRI
Tahun 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang
privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara c.q
Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha
dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau
menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD NRI Tahun
1945 juga tidak menolak ide kompetisi diaNtara para pelaku
usaha oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur
(regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola
(beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang
menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon,
dengan dibukanya investasi untuk pembangunan jalan tol
sesungguhnya telah mengaburkan bahkan menghilangkan konsep
penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang
penting untuk kesejahteraan rakyat, DPR RI berpandangan bahwa
hal itu adalah anggapan yang salah, sebab frasa “dibukanya
investasi” bermakna bahwa sesungguhnya pemegang utama
kebijakan usaha, dalam hal ini jalan tol, tetap ada pada negara
c.qg. Pemerintah, hanya saja dalam penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sebagaimana
diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Jalan yang menentukan :
“Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan
tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh BPJT.” Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (6) UU
Jalan ditentukan bahwa Tugas BPJT adalah melaksanakan
sebagian penyelenggaraan jalan tol yang meliputi :

a. Pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif
awal dan penyesuaiannya  kepada = Menteri, serta
pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan
pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;

b. Pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan
tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan
tanah; dan

c. Pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi
pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan
jalan tol.
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Dengan demikian, sesungguhnya memang dimungkinkan adanya
investasi dalam penyelenggaraan jalan tol.

Bahwa berkenaan dengan pengambilalihan jalan tol/hak
pengusahaan jalan tol pada akhir masa konsesi, menjadi
kewenangan dari BPJT sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat
(6) huruf a UU Jalan. Adapun pengertian konsesi tidak dijelaskan
dalam UU Jalan tetapi ada pada peraturan pelaksananya yaitu
Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2005 (PP 15 Tahun 2005) tentang Jalan Tol, yang
menentukan bahwa konsesi adalah izin pengusaha jalan tol yang
diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha untuk memenuhi
pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, “konsesi
pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu
untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan
yang wajar bagi usaha jalan tol.” Lebih lanjut dalam Penjelasan
Pasal 50 ayat (1) PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol diatur
bahwa “Jangka waktu konsesi ditetapkan dalam perjanjian
pengusahaan.” Dengan demikian, masa konsesi bukanlah suatu
jangka waktu yang tidak jelas sebagaimana yang didalilkan oleh
Para Pemohon, tetapi suatu ketetapan jangka waktu yang pasti
sebab dituangkan dalam bentuk perjanjian, dalam hal ini
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (selanjutnya disebut PPJT),
dimana perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
KUHPerdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai
dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.” Artinya, Perjanjian Pengusahaan
Jalan Tol (selanjutnya disebut PPJT), termasuk ketentuan
mengenai jangka waktu konsesi yang diatur dalam PPJT tersebut,
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan : tidak
semestinya penguasaan negara atas jalan tol direduksi melalui
perjanjian pengusahaan, karena dimungkinkan terjadinya
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan akibat adanya
ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan merugikan Para
Pemohon sebagai warga negara dan masyarakat pada umumnya.
(Vide Perbaikan Permohon him. 23).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan
bahwa dalil tersebut tidaklah tepat. Jika dipandang dengan luas
pengusahaan jalan tol adalah suatu bentuk kerjasama bisnis
antara Pemerintah dengan Badan Usaha, yang mana dalam suatu
hubungan kemitraan tentunya tidak terlepas dari adanya
kesepakatan-kesepakatan atau tujuan yang hendak dicapai dan
dengan disepakatinya suatu perjanjian dapat menjadi sarana agar
tujuan dari kesepakatan tersebut dapat tercapai dengan pasti.
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10) Bahwa dari sisi Pemerintah tentunya tujuan dari PPJT agar dapat

terselenggaranya infrastruktur jalan tol demi terciptanya
kesejahteraan rakyat dengan pemerataan hasil pembangunan dan
keadilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Jalan tanpa membebankan
APBN mengingat nilai dana yang dibutuhkan dalam proyek
infrasturktur yang tidaklah kecil.

11) Bahwa dari segi aspek hukum perjanjian, dikenal asas Pacta Sunt

12)

13)

14)

Servada yang berarti suatu perjanjian mengikat seperti undang-
undang bagi para pihak dalam perjanjian. Maka hal tersebut
sesungguhnya menjamin kepastian hukum bahwa badan usaha
berkewajiban memenuhi apa yang sudah disepakati dalam
perjanjian.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan “bahwa
frasa “dalam jangka waktu tertentu” dalam rumusan Pasal 50 ayat
(6) merupakan frasa yang memberikan dampak terjadinya kerugian
bagi negara dan rakyat Indonesia. Sebab, ketentuan dalam jangka
waktu mengakibatkan adanya kesepakatan waktu yang membeda-
bedakan antar sesama jalan tol, padahal sesungguhnya hal-hal
berkaitan dengan aset negara perlu diperjelas masa waktunya agar
rakyat tidak dirugikan.” (Vide perbaikan permohonan, him. 24,
angka 111.20)

Terhadap dalil tersebut DPR RI berpendapat bahwa sesungguhnya
jangka waktu masa konsesi akan ditentukan dengan pasti dan
dituangkan ke dalam PPJT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64
huruf b PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (sebagai
peraturan turunan dari UU Jalan) menyatakan bahwa salah satu
hal yang wajib termuat dalam PPJT adalah masa konsesi
pengusahaan jalan tol, sehingga tidaklah benar jika Para Pemohon
menyatakan jangka waktu masa konsesi dalam pengusahaan jalan
tol tidak jelas.

Bahwa DPR RI berpandangan jangka waktu masa konsesi suatu
pengusahaan jalan tol yang berbeda-beda tidak berarti akan
menimbulkan kerugian bagi negara dan rakyat Indonesia. Pasal a
quo mengamanatkan untuk adanya pengembalian dana investasi
dengan keuntungan yang wajar didapatkan selama masa konsesi
pengusahaan jalan tol. Oleh karena itu, dalam menentukan jangka
waktu masa konsesi harus memperhitungkan waktu yang
dibutuhkan untuk menjamin pengembalian dana investasi dan
keuntungan yang wajar bagi badan usaha.

Bahwa pengembalian investasi pengusahaan jalan tol didapatkan

melalui pembayaran tol yang dibayarkan oleh pengguna jalan tol
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU Jalan. Bahwa
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15)

16)

17)

Pasal 48 ayat (1) UU Jalan jo. Pasal 66 ayat (1) PP 15 Tahun 2005
mengatur dalam penentuan tarif tol harus berdasarkan
kemampuan bayar pengguna jalan, keuntungan biaya operasi dan
kelayakan investasi. Memperhatikan faktor-faktor tersebut,
tentunya menyebabkan penentuan tarif awal tol yang tidak dapat
disamaratakan untuk setiap jalan tol karena dipengaruhi dengan
kemampuan membayar pengguna jalan tol di berbagai daerah
yang berbeda pula. Bahwa dengan tidak dapat disamakannya tarif
tol yang digunakan sebagai alat pengembalian investasi
pengusahaan jalan tol, maka waktu yang dibutuhkan (masa
konsesi) untuk pengembalian investasi pada setiap pengusahaan
jalan tol pun berbeda.

Bahwa Para Pemohon seolah menganalogikan pengaturan jalan tol
dengan memanfaatkan hak atas tanah yang berbentuk Hak Guna
Usaha (HGU). (Vide Perbaikan Permohonan him. 24-25). Terhadap
dalil Para Pemohon tersebut DPR RI berpandangan bahwa apa
yang didalilkan Para Pemohon tersebut tidaklah benar karena hak
yang dimiliki oleh Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol
hanyalah hak konsesi, karena salah satu obyek kerjasama dalam
PPJT adalah pemanfaatan tanah oleh investor yang tidak menjadi
pemegang (pemilik) hak atas tanah. (Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,
M.Si., Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate,
and Transfer (BOT) atas Tanah, him. 41).

Bahwa frasa “dalam jangka waktu tertentu” pada Pasal 50 ayat (6)
UU Jalan yang disebut dalam dalil Para Pemohon (vide Perbaikan
Permohonan him. 24) mengacu kepada masa konsesi sebagaimana
isi dari Pasal 50 ayat (6) UU Jalan yang menetapkan “konsesi
pengusahaan jalan tol diberikan dalam jangka waktu tertentu
untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan
yang wajar bagi usaha jalan tol”, yang dituangkan dalam PPJT,
dan bukan mengacu pada jangka waktu hak atas tanah, dalam hal
ini yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah HGU.

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang beranggapan ketentuan
Pasal 50 ayat (6) UU Jalan, ketentuan yang memiliki makna absurd
dan multitafsir sehingga norma tersebut tidak dijiwai dengan nilai-
nilai kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana dimaksud
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak benar.
Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan
bahwa dari ketentuan Pasal a quo justru memberikan kepastian
hukum terkait dana investasi, karena di dalam Pasal a quo diatur
mengenai pengembalian dana investasi dan keuntungan yang
wajar bagi usaha jalan tol. Dari sisi Negara c.q Pemerintah dengan
usaha jalan tol tersebut, tercapai penyelenggaran jalan tol tanpa
membebankan dana yang besar pada APBN, sebagaimana
peruntukan penyelenggaraan jalan tol, yang juga diatur dalam
Pasal 43 ayat (1) huruf ¢ UU Jalan, yaitu meringankan beban dana
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18)

19)

20)

21)

Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan, sedangkan bagi
badan usaha mendapatkan keuntungan yang wajar.

Bahwa Para Pemohon yang selalu mendalilkan pasal a quo dapat
merugikan Negara. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan
bahwa Para Pemohon sesungguhnya tidak memberikan penjelasan
yang jelas dan tidak menguraikan dengan spesifik kerugian seperti
apa yang akan dialami negara. Karena pada dasarnya, melalui
skema KPBU negara Indonesia, justru meringankan negara dari
segi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, dimana dana
untuk membangun infrastruktur menggunakan dana dari badan
usaha sehingga tidak membebankan APBN, tetapi negara tetap
bisa menjalankan amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk
mensejahterakan rakyat melalui pemerataan pembangunan
infrastruktur.

Bahwa Pasal 44 ayat (1) UU Jalan menyebutkan jalan tol sebagai
bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan lintas
alternatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), kata
alternatif mempunyai makna pilihan diantara dua atau beberapa
pilihan. Maka apabila Para Pemohon merasa dirugikan jika
melintasi jalan tol yang berbayar dan pengusahaannya masih
dalam masa konsesi yang dipegang oleh badan usaha, Para
Pemohon hanya harus memilih untuk melewati pilihan jalan
umum lainnya dan tidak menggunakan jasa jalan tol. Adanya jalan
tol diselenggarakan sebagai jalan alternatif yang dapat dijadikan
pilihan oleh masyarakat yang sebenarnya keberadaannya telah
diakui oleh Para Pemohon mempermudah akses kegiatan
masyarakat serta memperlancar sirkulasi perekonomian
masyarakat dan negara.

Bahwa terhadap petitum Para Pemohon yang meminta untuk
mencantumkan di dalam undang-undang ketentuan masa konsesi
untuk paling lama hanya selama 20 tahun, DPR RI berpandangan
bahwa hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas apa
yang membuat Para Pemohon menyimpulkan pengembalian
investasi dengan keuntungan yang wajar kepada badan usaha
dalam pengusahaan jalan tol dapat dilakukan selama 20 tahun
untuk semua proyek jalan tol.

Bahwa Para Pemohon memberikan contoh negara-negara yang
telah mencantumkan ketentuan lamanya masa konsesi dalam
peraturan perundang-undangannya sebagai dasar menentukan
bahwa Indonesia harus menentukan masa konsesi 20 tahun dalam
pasal a quo. Terhadap dalil tersebut DPR RI berpandangan hal
tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar hukum yang kuat karena
kondisi perekonomian setiap negara yang pada dasarnya berbeda-
beda sehingga tidak dapat disamaratakan.
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1.

c. Latar Belakang Pembahasan UU Jalan

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan

yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk
melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal
terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut

1)

Berdasarkan pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI
terhadap RUU tentang jalan tanggal 24 September 2004,
disampaikan oleh Drs. KH. Dadang Zaim Affandi, Msi. anggota
dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa
“Kewenangan pemerintah dalam RUU ini telah ditempatkan secara
proporsional, yaitu pemerintah hanya sebagai regulator tentang
jalan, tidak lagi melakukan sesuatu yang bersifat teknis dan
operasional yang justru menimbulkan praktek monopoli. Semula
operasionalisasi penyelenggaraan  jalan dimonopoli oleh
pemerintah, dalam RUU ini dapat di dilaksanakan oleh BUMN,
BUMD dan BUMS, sedangkan pengawas atau pembinaan dapat
dilakukan oleh suatu badan, yaitu BPJT (Badan Pengatur Jalan
Tol). Menurut Fraksi Kebangkitan Bangsa hal ini merupakan
sebuah terobosan dan langkah lebih maju untuk membangun
prasarana jalan di masa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat akhir Fraksi TNI/Polri terhadap RUU
tentang jalan tanggal 29 September 2004, 1.G. Bambang
Risharyanto, S.E., Marsekal Muda TNI menyampaikan bahwa:
“Pemberian peranan kepada badan usaha baik badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah serta badan usaha swasta
untuk melakukan pengusahaan Jalan Tol diharapkan mampu
memberikan iklim usaha yang sunakin sehat, kompetitif, dan
menghilangkan bentuk-bentuk monopoli.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR Rl memohon agar
kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan
sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya
permohonan a quo tidak dapat diterima;

Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tidak bertentangan dengan Pasal
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28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tetap memiliki kekuatan hukum
mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil
keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
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